GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
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Menetapkan

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau
unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan
pemungutan Retribusi Daerah.

5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah pada Perangkat Daerah.

6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pembantu pejabat
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi daerah
tertentu.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau
badan.

10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip
komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan obyek Retribusi, penentuan besarnya
Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Pemeriksaan dan/atau pengujian adalah serangkaian
kegiatan memeriksa, menguji, menghimpun, menganalisis
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu pemeriksaan dan/atau pengujian untuk menguji
standar mutu dan kelayakan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Retribusi daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung.

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah
dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah
Retribusi yang terutang perjenis Retribusi yang disetorkan
melalui Bendahara Penerimaan ke kas daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terhutang,.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari
Retribusi yang terutang atau seluruhnya tidak terutang.
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19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau
denda.

21.Tanda Bukti Pembayaran adalah dokumen yang digunakan
oleh Bendaharan Penerimaan untuk menerima pembayaran
Retribusi yang terutang sebagai bukti Wajib Retribusi telah
melunasi kewajibannya.

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang
menentukan tambah atas jumlah Retribusi atas jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan.

23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SPMKRD adalah dokumen yang
ditertibkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
untuk membayar kembali Retribusi yang lebih bayar atas
persetujuan Sekretaris Daerah.

24.Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II
PENGATURAN UMUM RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum,;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu,

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 3

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi
yang bertindak selaku pemungut.
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(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan seluruh
penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib
Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan dan pemeriksaan.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening
kas umum daerah secara bruto.

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui belanja
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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(6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dapat ditentukan berdasarkan persentase
atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan
retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau
dokumen sejenis.

(7) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan menetapkan antara lain:

a. Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukan sebagai
petugas pembantu pemungutan Retribusi;

b. Surat Tugas;

c. Perjanjian Kinerja; dan

d. SK Petugas Pengawasan Lapangan.

(8) Pengelolaan retribusi sebagaimana pada ayat (7) huruf a
agar efektif dan efisien dan hasilnya optimal dilaksanakan
dengan cara:

a. Pendataan melalui uji potensi;
b. Transformasi digital transaksi retribusi;

c. Kerjasama dengan petugas pembantu pemungutan
Retribusi Daerah; dan

d. Pengawasan.

(9) Melakukan penggalian potensi retribusi daerah yang
meliputi instrumen antara lain:

a. dilakukan oleh PD pengelola retribusi atau dapat
bekerja sama dengan pihak Kketiga yang memiliki
kapabilitas atau sebagai ahli dalam bidang tersebut;

b. melakukan survey tiap objek retribusi untuk dilakukan
analisa, uji potensi dan lainnya yang diperlukan untuk
mendapatkan nilai akupansi;

c. menghitung hasil analisa sebagai dasar penetapan
target;

d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pengolahan
Retribusi tersebut, baik realisasi dari targetnya maupun
kendala-kendala yang terjadi selama pengolahan
Retribusi;

e. melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital
dalam pengelolaan retribusi;

f. membuka kerja sama dengan berbagai penyedia jasa
pembayaran dalam proses pembayaran retribusi;

g. melakukan pemungutan Retribusi Daerah; atau

=

melakukan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh
tim pengawas.
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Bagian Keempat
Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 5

(1) Wajib Retribusi mengisi Formulir Pendaftaran atau
dokumen lain yang dipersamakan secara manual dan/atau
dalam jaringan untuk memperoleh pelayanan Retribusi.

(2) Formulir Pendaftaran atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi
dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh
pemohon atau kuasanya.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 6

(1) Pembayaran Retribusi -dilakukan secara lunas sekaligus
melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD
dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain
yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi
kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara
Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang
berwenang atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh
Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang
ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan
Pembantu pada PD Pemungut, wajib menyetorkan hasil
penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
dikecualikan UPTD Pemungut Retribusi Batas Waktu
Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau
Bendahara Penerimaan pada PD Pemungut paling lama 3 x
24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

(4) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan
dan penyetoran serta mempertanggung jawabkan
pembayaran  Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Keenam
Pelaporan Retribusi

Pasal 7

(1) Kepala PD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan,
penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala
PD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Kepala PD Pemungut melaporkan penerimaan Retribusi
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala PD yang
membidangi urusan keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.

(3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur
maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari
kerja setelah hari libur.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 8

(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Retribusi.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
menugaskan Kepala PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat menugaskan Pemeriksa yang terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi;
dan/atau
b. tenaga ahli yang ditunjuk, yang diberi tugas, wewenang,
dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan
Retribusi.

Pasal 9
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa
meliputi:

a. memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang
terutang,
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling
sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan
kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi
terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 10

(1) Hak wuntuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib
Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah

Provinsi.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.
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Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 11

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Kepala PD Pemungut yang melakukan pemungutan
Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Kepala PD.

(3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam
keputusan Gubernur.

(4) Dalam menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan verifikasi.

(5) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas PD terkait di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan instansi terkait
lainnya.

(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
memberikan rekomendasi penghapusan piutang Retribusi
yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Keberatan Retribusi

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a, bencana alam;
b. kebakaran,

c. kerusuhan massal atau huru-hara;
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